
B. bahwa dengan adanya pcrkcmbangan dan perubahan
peraturan pcrundang-undangan di bidnng pengelolaan
keuangan daerah serta dalarn rangka pelaksanuan Undang
Undang Nomor 2R Tahun 2009 tcruang r..ajak Dacrah dan
Retribusi Daerah, rnaka pcrlu mclakukan perubahan don
penyernpurnaan ierhadap siruktur organisnsi Dinas
Pendapatan Dacrab KOlaPalernbang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagalmana dimaksud
dalarn huruf a. perlu memhentuk Peraiuran Daerah tcntang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palcmbang Nomor 9
Tahun 2008 ientang Pernucruukan, l:)usl.lnan Organisasl dan
Tala KOIja Dines Dacrah Kota Palcrnbang,

1. Undol1g-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pernbcntukan Dacrah Ttngkat 11dan Kotapraja di Sumatera
Selutan (Lembaran Negara Rcpublik lndonesin Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lernbarnn Negarn Republik Indonesia
Nomor 182I);

2, Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kcpegawaian (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan Lernbarnn Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimanu telah diubah
dcngan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 [Lcmbaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tamhahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemcrintahan Daerah [Lembaran Negam Republik Indonesia
Tahuu 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana relah diubah
beberapa kali, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor ]2
Tahun 2008 tentang Pcrubaban Kedua lltas Undnng-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 rentang Pemerinluhan Daerah
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia
Nornor 4844);
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah KOla Palcrnbang
Nomor 9 Tahun 2008 rentang Pembentukan. Susunan Organisaai
dan Tata KerjaDin-as Daerah Kota Palcmbang (Lembaran Daerah
Kol,aPalembang Tahun 2008 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

Pasal!

PER.I\'I'U~AN DAERAH TEN1'ANG PFJRUBAHAN ATAS
PERATURAN DAEI~H KOTA PALEMBANG NOMOR 9 '['AHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
1'1\'1'1\'KERJAUTNAS DAERAH KOTA PAl"IDMBANG

Dengan Persetujuan Bersama
DEW/,\NPFJRWAKILANRAKYATDAERAH KOTA PALbjMBANG

dan

WAUKOTA PALEMBANG

MEM UTUSKAN :

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

5, Peraiuran Pemeriruah Nornor 38 Tahun 2007 tentang
Pcmbagian Urusan Perncrintahan Amara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Perncrintahan Dacrah
Kab/Kota (f.;embaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

6. Peraturan Pernerintah Nornor 41 Tahun 2007 terrtang
Organiaasi Pcrangkar Daerah (temberan Nega.ra Republik
Indonesia 'l'ahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Talrun 2007
tentang Petunjuk 'Teknis Penataan Organisasi Pcrangkat
Daerah, sebagalmana telah diubah dcngan Peraltlran Menteri
Dalarn Negeri Nomor 50 TahUI' 2010 .centang Perubahan /\tas
Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknls Penataan Organisasi Perangkai
Daerah [Berita Negara' Republik tndonesia Tahun 20.10
Nornor 537);

8. Pcraturan MerHeri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20 II
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berlla Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

9. Peraturan Daerah Kola Palcmbang Nomor 6 Tahun 2008
tentang UrusA.I1 Pemerintahan Kota Palembang [Lembaran
Oa.ernh Kota Palemhnng Tahun '2008 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008
teruang Pernbentukan, Susunan Organisasi dan Tala Kerja
Dlnas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daereh KO(1l
Palembang Tahun 2008 Nomor 9).
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2. Ketentuan 8agian Kcdua, pasal 59 ayal (1) dan ayn! (2)
diubah dan berbunyi sebagai berikui :

a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan pendapatan daerah.

b. Pcn)':elcnggaraan pendataan, pcrncriksaan, penetapan,
penagihan, pembukuan, pengkajian don pengernbangan
pendapatan dacrah.

c. Penyelenggaraan pcmbinaan pengelolaan pendapatan
dacrah,

d. Pcngawasan dan pengendalian eli bidang pengelolaan
pendapatan daerah.

e. PeJaksanoan pelayanan tcknis ketatausahaan dinas.
f. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi teknis rerkait

dalam rangka kclarrcaran .pelaksanaan tugas.
g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi,
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Walikotn

scsuai dengan tu'gas dan Iungslnya.

Uuruk melaksanakan tugas pokok sebagaimanadirnaksud
dalarn Pasal 57, Dinas Pendapatan Dacrah mcmpunyai
Iungsi :

Pasal 58

Dlnas Pendapatan Daerah rnernpunyai tugas pokok
rnelaksanakan sebagian urusan pemcrtntahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembanruan di bidang
pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal57

(I) Dinas Pendapatan Dacrah adalah unsur pelaksana urusan
daerah di bidang pengelolaan pcndapatan daerah
berdasarkan kewcnangan yang dirniliki pemerintah daerah
sesuai dengan ketenruan pcraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin olen seorang Kepala
Dines yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota Mclalui Sckrctaris Daerah.

Pasal 56

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

BABXV
DINAS PENDAPATANDAERAH

J. Ketentuan BAB XV Bagian pertama Pasal 56 sampai dcngan
Pasa158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

J



3. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan J [satu] pasal,
yakni Pasal81 A schinAAa berbunyi sebagai berikut :

Pada saar Peraruran Daerah lui mulai berloku, keteniuan
Pasal 56 sarnpai dcngan Passl 59 Peraruran Dacrah Kota
Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pernbentukan,
Susunan Organisasi dan Tala Kerja Dinns Daerah Kota
Pclernbang (Lcmbaran Daerah Kota Palernbang Tahun 2008
Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.

(2) Bagan struktur orgflllillt1RI Dinas Pcndapatan Dacrah,
scbaaaimane tercantum c.laJamLampiran dan merupakan
baginn yang udak tcrpisahkan dari perarurun daerah Ini.

a. KcpalaDinas

b. Sekretariat, mcrnbawahi :
I. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuongnn

c. Bidong Pendataan d~U1 Penetapan PAjak Dacrah,
mcmbawahi :
I. Seksi Pengolahan Dlila.
2. Seksi Penetapan,
3. Seksi Pemeriksaan.

d.8idang Penagihan dan Pembukuan PAjAk Dacrah,
membawahi :
1. Seksi Penagihun.
2. Scksi Pernbukuan dun Verifikas].
:1. Seksl Keberatan dan Bancling.

c. Bidang Pcngkajian dan Pengembangon Pajak Daerah,
mcmbawahi :
I. Seksi Pengkajian Potcnsi Pajak Daerah, Bagi Hasil
dan Pendnparan lain-lain,

2. Sckai Monitoring don Evaluasi.
:1. Seksi Pelapornn Penerimaan Daeroh.

f. Bidang PBB dan BPNTB. mernbawahi :
1.Scksi 8ea Pcrotchan Hak atas Tanah dan Aal1gul1811
(BPHTB).

2. Seksi Pelayanan, Pcndataan dan lnformasi PBB.
3. Saksi Pcnilaian dan Penerapan PBB.
4. Scksi Pcnagihan, Kcbcraran dan Pengurangan PBB.

g. Unil Pc1aksana Tcknis Dlnas
h. Kclornpok .Jsbatnn Fungsional

(I) Susunan Orgaoisasi Ohms Pendapatan Daerah, terdiri
dari :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 59

4



Diundangkan Iii Palembang
Pada tanggal 2 %us\;U, 2012

H •ti, SEKRETARlSDAERAH
~. Y) - ~OTA PALEMBANO.
" " ~," -~\- ..........
·,l:'Ar'" ,-' 1 ,--

l< \u:!...t~~r:O~'~'1L·_------
~ ,~:~ ..HUSNl THAMRIN
,', c ""_LlEMS;AAN DAElRAH KOTA PALEMBANG TA}fUN 201(2NOMOR "1

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal '2 ,A.gUSt;c$ 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
'penguodangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kots,Palernbang.

Peraturan Daerah l.ni mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

PaW 11
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